BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

NOMOR S TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025-2045

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Sumenep Tahun 2025-2045.

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);




10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);




Menetapkan

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 137};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312};

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2043 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025-2045.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Sumenep;

Pemerintah Provinsi adalah pemerintah daerah
Provinsi Jawa Timur;

Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumenep.

Bupati adalah Bupati Sumenep.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumenep.

Perencanaan adalah proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang
ada.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang
dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh
seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi
daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan Peringkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik
berupa personal, barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam
bentuk barang dan jasa.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua
puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua
puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana  Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah
adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah di
lingkungan pemerintah daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.




17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah di lingkungan
pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Timur.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya
disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan adalah fokus
atau agenda pembangunan tahunan yang berasal
dari arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah pada tahun berkenaan.
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang
selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode
dan daftar penamaan perencanaan pembangunan
dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis
sebagai acuan dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah dan keuangan
daerah.

Sumber Pendanaan adalah pengelompokan dana
berdasarkan penggunaan dalam rangka
pengendalian masing-masing kelompok dana.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan
informasi pembangunan daerah, informasi keuangan
daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya
yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah.




BAB II
RPJPD

Pasal 2

(1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah
kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah
jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan
rencana tata ruang wilayah.

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program
calon kepala daerah.

BAB III
TATA CARA PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada
proses, dengan menggunakan pendekatan:

teknokratik;

partisipatif;

politis;

atas bawah dan bawah atas.

oo

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada
substansi, dengan menggunakan pendekatan:

a. holistik-tematik;

b. integratif; dan

c. spasial.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Sistematika RPJPD, meliputi :
a. BabI :Pendahuluan
b. Bab Il : Gambaran Umum Kondisi Daerah
c. Bab Il : Permasalahan dan Isu Strategis
d. Bab IV : Visi dan Misi Daerah
e. BabV : Arah Kebijakan dan Ssasaran Pokok

Bab VI : Penutup

(2) Isi beserta uraian sistematika RPJPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

)




BAB V
PELAKSANAAN RPJPD

Pasal 6

(1) RPJPD adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat
visi, misi, dan program Bupati.

(3) Dalam penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), harus memperhatikan RPJMN.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya
tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang
dalam rencana pembangunan yang dilakukan
melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011
Nomor 9) berlaku sampai dengan 31 Desember 2024.




Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 30 Agustus 2024

BUPATI ENEP

ACHMAD FAUZ! WONGSOJUDO

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP

Ir. EDY RASIYADI, M.Si

Pembina Ptama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 217-5/2024




